PERATURAN BUPAT] PESAWARAN
NOMOR™ TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PESAWARAN
BUPATI PESAWARAN,

- bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
teritang Fembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud

huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan
Badan Daerah dalam meningkatkan pelavanan kepada

masvarakat di daerab agar berjalan lancar. tertib. berdavaguna.

darn berhasiguna perlu menetapkannya dengan Peraturan
Bupau

bahwa berdasarkan pertimbangan szbagaimana dimaksud
huruf & dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nemor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4749);

vndang Nomor |4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
lanyn 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-lindang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Femndnng-und.nngun (bembaran Negara Republik

Indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 6398|;
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54G4);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2020

Noemor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Mire s 1

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubaban Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201) tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6308);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Wegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Momor €, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5494;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nnmnr 244 Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 258 7). sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhur
dengan Unoang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
herja |(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik Indonesia
Nomor 6573

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), se i telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Takun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran MNegara
PP ik Iredoiiesua Nomo 'r-l-'..li},

Peraturen  Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kevangan Daerah |[Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

I3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 12 Tahun 2017 tentang

redoman Yembeniukan dan Klasifikas Cabang Dhras dar Unie
Pelaksana Teknis Daerah,

14. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan
Fembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

13. Peraturan Daecrah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93 )i

16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Redudukan,
Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan . PERATURAN EUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH BATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN HABUPATEN PESAW

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal ]

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
3
3.

Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
Bupati adalah Bupati Pesawaran,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawaran.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah

unit pelaksana tugas teknis untulk melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau  keglatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan
mebiidasaan Kabupaten Peaawaran
Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis

Beraentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuyan
Kahupaten Pesawaran,

Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah Kelompok

Layanar Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal meliputi
Fendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Daerah Satuan Pendidikan
Pendidikan Non Formal di
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Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah
Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non

Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjumya
disingkar SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak

W T PEssw i an

Hatuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SPF

20U Megen adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten
Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya

disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri di Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegatan Belajar yang selanjutnya
disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan
Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

Frogram Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program FNF adalah
layanan pendidikan yang diselenggaraken untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usis dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan. serta

T O ang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan Peseria
CHTER IR

rrogram Pendidikan Anak Usia Ding yang selanjutnya disingkat Program PAUD
adalah program pendidikan vang ditujukan kepada anak sejak lahir SAMpPal
dengan usia & (enam) tahun vang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasulk; pendidikan lebih lanjut.

Jabatan Fungsional adalah sekeiompok jabatan yang bensi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu,

BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Feraturan Bupat ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan

Pondidikan nada Ninas. terdiv pras
#a SHF TK Negen;

L. SPF S0 Negen,

. 3PF SMP Negeri; dan

d  SPNF Sanggar Kegiatan Belajar

Nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan tercantum pada Lampiran | sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KEDUDUIKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

LPTL Saluan Pendidikan stbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
unsur peiaksana teknis Dinas yang melaksanakan :

a. kegiatan teknis operasional; dan/atau
b, kegiatan teknis penunjang tertentu.

UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala UPTD Satuan Pendidikan.

Hepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah vyang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Panal 4
Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari :
a. Kepala Sekolah,
b. Kelompok Jabatan Fungsional: dan
€. Kelompok Jahatan Pelaksana,

Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagilan Kesatu
Umum

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan adalah Kepala' Sekolah dalam rangka pelaksanakan
dukungan kegiatan belajar mengajar.

UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (2) mempuynyai fungsi :

4. melaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar,
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b. melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah,
olahraga dan kesenian pelajar di sekolah.

c. melaksanakan pembinaan dan pengorganisasian  pendidik, tenaga
kependidikan di sekolah

Pl b lahPeahidd W I|..J||I|*,;-

vwl i el ak T peserta l.,!"l.:l.'h.

mridcsanakan adminisirss) ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana
prasana dan keuangan,

[ melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya.
8- melaxsanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 6

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan
Jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan,
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Sekolah memiliki fungsi ;

o Mergorganisasikan, mengarahkan

mengoordinasikan dan mengawasi proses
kKegiatan belajar mengajar.

b. menvelenggarakan administrasi perencanasn, pengorganisasian, pengarahan
dan  pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan,
Ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana, dan

€. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan
dan organisasi kesiswaan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b
merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan
scbagian tugas Satuan Pendidikan sesuaj dengan keahlian dan kebutuhan yang
Adalam melaksanakan tugesnva herada dibawah dan bertanggung jawab kepada

i la oy ELiba

hElUmMpuk Jabatan Fungsiwnal sebagaimans dimaksud pada ayat (|| mempunyai
fungsi :

a. melaksanakan pembuatan perangkat pembelajaran;
b. melaksanakan kegistan pembelajaran;
c. melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran;

d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian:
€. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
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f. melaksanakan pengimbasan pengetahtian kepada guru lain dalam proses

kegiatan belajar mengajar:
Phbaiiluhals pembunta alal pelajaran /alat peraga,

ietumbuhkembangkan wikap dan pengembangan karakter positif peserta
didik,

l. mengadakar pengembangan program pengajaran vang menjadi tanggung
Jawilbnya;

J. membuat catatan teritang kemajuan hasil belajar;

k. mengisid an meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;

l. melaksanakan tugas lain sesuaj ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

sSelnmral  lahatan Pelakasnng srhagaimana dimaksud pada pasal 2 hury!
MTUpesan  enaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,
pengelolaan dan pelavanan teknis uniuk menunjang proses pendidikan pada
Saluan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnva berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

helompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana.

Kelompok Jabatan Pelaksans dapat terdiri dari -

a4. Pengadministrasi Umum:

b. Pengadministrasi I{eum;

c. Pengrndministrasi KRepegawaian: dan

d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerja.

BAB V
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
3IDANG PENDIDIKAN

Pasal 9

Dalam rangka percepatarn dan efisiensi serta koordinasi layanan administras
pada Satuan Pendidikan dj wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilayah
Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap
Kecamatan di wilayah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah
disamping tugasnya sebagai Pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipi

Negara lainnya yarg Derpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat
minimal 1] /c.
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MU fELon Wilayal hecamalan Bidang Pencidikan scbagaimana dimaksud pada
aval |1}, dwangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas
perseiljuan Bupat

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilavah Kecamatan Bidang
Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur

Sipil Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daerah
Pendidikan Kecamatan.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi lavanan administrasi pada
satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1). mempunyaj fungsi ;

a. melaksanakan pengumpulan data peserta didik, saTana, '8, pendidik,
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanva;

meaksanakan PeRRAadministrasian syl ke

natkan pangkat dan angra kredit
PeTdId Es dEn enaga ke pendicdikan,

meliksanakan koordinasi lomba-lomba €1 wilayah kerjanva:
melaksanakan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan

€. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan
kabupaten.

BAB V1
TATA KERJA

Pasal 10

Setap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
o Tlia teriadi peoyimpangar agar mengambil langkah-langkah vang diperiukan

Sehap  pimpinan satuan Organisasi  bertanggung jawab memimpin  dan
mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bag pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada Alasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat wakiu.

Setap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atzean, tembusan laporan

wajib  disampaikan kepada satuan organiseei lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.



BAE VII
EETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

hepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan
oleh Bupaui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulaj berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70

Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Uaerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaky.

Pasal 13

Mym

tran Bupati ini mulal berlaky seiak tanggal diundangkan

Apar setap nreng mengetahuinya, memerntahkan pengundan

gan Peraturan Bupati inj
“tligan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesa

Waran

Ditetapkan d; Gedong Tataan
Pada tanggal % Janwar: 2022

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Jamuarpi 2022
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